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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Bdakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan dagrah integrd  dari  pembangunan
nesond. Kaena pembangunan di degrah menjadi sdah satu indikator atau
penunjang demi  tewujudnya pembangunan nasond. Olen  kaema ity,
pemerintah pusat membuat suau kebijaken tentang pemeintahan  daerah
dimana pemerintah daerah diberi kewenngan yang lues untuk mengatur rumah
tangganya sendiri. Ha terssbut sesua dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang
Pemerinteh Dagrah, sebaga revis dai UU. No 22 tahun 1999 tentang
Pemerinteh Dagrah. Menurut UU No. 32 tahun 2004 bahwa pemerintah
dilaksonakan berdasarkan atas asas desentrdisad, asas dekonsentras dan asas
tugas pembantuan meka ddam rangka desentrdises  dibentuk dan disusun
pemerintah proping dan pemerintah kota sébaga daerah otonomi. Sdan itu,
juga di kduaken UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sebagal revis dai UU
No. 25 téhun 1999. dai UU terssbut dihargpkan lebih  mendukung
pemberdayaan daerah daam rangka pel aksanaan tugas pemerintahan.

Dengan pembeian otonomi  luas kepada dagrah  diarahkan  untuk
mempercepat  terwujudnya  kesgahteraan  masyarakat  mddui  peningkatan

pelayanan, pemberdayaan dan peran sata masyarakat. Disamping itu, medaui



otonomi luas dagrah dihargokan mampu meningkatan daya sang dengan
memperhatiken prindp demokras, pemeraaan, keedilan, keidimewsen dan
kekhususan sata potens dan  keanekaragaman dagrah. Ddam  rangka
meningkatkan  efisend  dan  efektifitas  penydenggaraan  otonomi  daerah.
Otonomi ini dititik beratken pada dagrah kabupaten aau kota karen daerah
kabupaten aau kota berhubungan langsung dengan masyarakat. Kemampuan
keuangan dagrah ddam mengdola keuangannya dituangkan ddam APBD
yang mengganbakan kemampuan pemeinteh deerah ddam  membiaya
kegiatan pdaksanaan tugas pembantuan. Daam menjdankan otonomi  daerah,
pemerintah daerah  dituntut untuk menjdankan roda pemerintahan  secara
efektif dan efisen, mampu mendorong peran sata mesyarekat  ddam
pembangunan, sata  meningkatkan  pemerataan  dan  keadilan  dengan
megembangkan seluruh potend yang dimiliki oleh masng-masing daerah.
Keberhaslan otonomi  daerah tidek lepas dai  kemampuan ddam
bidang keuangan yang meupsken sdah sau  indikator penting ddam
menghadapi  otonomi  dagrah.  Kedudukan  faktor  keuangan  ddam
penydenggaraan  sudu  pemerinteh  sangat  penting, karena  pemerintahen
dagrah tidek akan dapat mdaksanan fungsnya dengan efektif dan efisen
tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pdayanan pembangunan dan
keuangan inilah yang mrupsken sdah sau desar kriteria untuk  mengetahui
secaa nyda kemampuan dagrah ddam mengaur dan mengurus rumah

tangganya sendiri. Suatu deerah otonom dihargokan mampu aau mandiri di



ddam membiaya  kegigdan pemeinteh  dagrahnya dengan  tingkat
ketergantungan  kepada pemerinteh pusat mempunya proposd  yang lebih
kecl dan Pendapatan Adi Dagrah harus menjadi bagian yang terbesar ddam
memobilisss  dana penydenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu,sudeh
swganya godbila PAD dijadiken tolak ukur ddam pdaksanaan otonomi
deerah demi mewujudken tingket kemandirian ddam menghedgpl  otonomi
daerah.

Untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus
berupaya terusmenerus menggdi  dan  meningkatkan sumber  keuangan
sendiri. Untuk mendukung upaya peningkatan Pendgpatan Adi Daerah (PAD),
perlu diadskan pengukuran atau penilaan sumber-sumber PAD agar dapat
dipungut secara berkesnambungan tanpa memperburuk dokas  faktor -faktor
produks. Meningkainya PAD memberi indikes yang bak ddam bagi
kemampuan keuangan daerah ddam mengaur rumah tangganya  sendiri
terutama dadam peaksanaan tuges-tugas pelayanan kepada masyarekat, serta
peningkatan pembangunan. Peningkaetan cakupan Pendgpatan Adi Daegrah
Oagpat  pula dilskukan dengan meningkatkan jumlah obyek dan subyek pgak
dan tau retribug deerah.

Untuk megetahui  kesgpan sutu daerah ddam  menghadapi  otonomi
daerah perlu diadekan suau andiss terhadgp kinerja pemerintahan daerah
ddam mengdola keuangan daerahnya demi mewujudkan tingkat kemandirian

ddam ea otonomi dagah. Ala andiss yang dapa digunakan untuk



mengandiss kineja keuangan dagrah addah dengan mdakuken andiss
oonomi  fiskd dagreh aau otonomi  desentrdisss fiskd.  Otonomi
desntrdises  fiskd (local fiscal autonom) addah kemampuan pemerintah
daerah ddam meningkatkan Pendapatan Adi Daerah (PAD) yang merupakan
sdlah satu agpek penting dalam otonomii daerah.

Berdasarkan latar belakang pendlitian tersebut, penulis
mengambil  judul:  "ANALISSS KINERJA PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH DITINJAU ASPEK

KEUANGAN" (Studi Enpiris pada Wilayah Eks Karesidenan Surakarta)”.

. Perumusan Masalah
Beardasarkan latar bdakang masdah, dgpat dirumusken sebaga berikut
"Bagamana kineja pemeintah dagrah kebupaienkota di Eks Kaiddenan

Surekarta jikadilinet dari andliss desentrasas fiskd ?'

. Tujuan Pendlitian
Tujuan yang ingin dicgpa ddam penditianini addah:

1. Mengandiss kineja keuangan dagrah kabupaten aau kota di  Eks
Karesdenan Surekata tahun anggaran 2003 sampa dengan 2005 pada
tujun kebupaten yatu: kota Surakarta, kabupaten Sukoharjo, kabupaten
Wonogiri, kabupaten Karanganyar, kabupaten Sragen, kabupaten Boyadldi,

dan kabupaten Klaten.



2. Mengandisis derga otonomi fiskd pemerintsh daerah kebupaten/kota di
Eks Kaisdenan Surakata yang ditekankan pada derga otonomi fiskd,
kebutuhan fiskal, kapasitas fiska, dan upaya fiska/poss fiskd.

3. Membandingken kinerja keuangan dagrah antar pemeintah  daerah

kabupatervkota di Eks Kariddenan Surakarta tahun anggaran 2003 sampai

dengan 2005.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dihargokan dari pendlitian ini adalah:

1 Bag ingans pemeintshen daerah tingkat kabupatenkota di  Eks
Kaigdenan Surekata dgpat dijadikan dternaif masukan untuk  mengukur
kineja  keuangan pemerinteh dagrahnya mddui  akuntebilitas  kinerja
pemerintah.

2. Bagi samua demen masyaakat yang ingin mengetahui  kinerja keuangan
pemerinteh daerah kabupaten/kota di Eks Karisdenan Surekarta, dapat
berperan aktif dengan ikut serta mengawas kinerja pemerintahan daerah
sebaga perwujudan otonomi daerah yang demokretis.

3. Bagi penulis untuk mengembangkan wawasan, khususnya ddam bidang
akuntans pemerintahan sesua dengan teori yang tdah didapatkan di
bangku kuligh.

4. Dagpat dijadikan landasan dan bahan reverens bagi penditian sdanjutnya



E. Sstematika Pembahasan

Adapun ddemdika pembshasan ddam  skrips  ini depa  dibagi
menjadi lima beb, yaitu:

BAB | PENDAHULUAN. Beris tentang uraian mengena latar
bdakang penulisan, peumusan mesdah, pembatasan maesdah,  tujuan
pendlitian, manfaat penditian, dan Sstematika pembahasan.

BAB Il LANDASAN TEORI. Bab ini mengurakan tentang
otonomi dagrah, tinjauan tentang kemaendirian daerah, desentrdises  fiskd
daerah, keuangan deerah, kinerja keuangan daerah dengan tolak ukurnya serta
tinauan penditian ssbelumnya

BAB Il METODE PENELITIAN. Bab ini membahas mengena
alatdat andiss untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah.

BAB IV ANALISS DATA DAN PEMBAHASAN. Membahas
tentang keadaan umum daerah di Eks Kaisdenan Surakarta, dan membahas
andisgs daa yang dilskukan untuk menila  kinerja keuangan pemerintah
daerah.

BAB V PENUTUP. Bers tentang kesmpulan andiss daa dan
saran yang diberikan kepada pemerintah daerah Eks Karisidenan surakarta dan

keterbatasan pendlitian.





